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Faktur pajak fiktif sering dibuat untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana 
ketika Pengusaha Kena Pajak memiliki faktur pajak ia dapat mengurangi nilai 
(kurang bayar) yang harus disetor ke kas negara. Faktur pajak fiktif sering dibuat 
untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana ketika Pengusaha Kena Pajak 
memiliki faktur pajak ia dapat mengurangi kurang bayar yang harus disetor ke kas 
negara dan meminta restitusi kepada negara. 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sengketa pajak yang timbul 
akibat wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena 
pajak menerima atau membuat faktur pajak fiktif. Metode yang digunakan dalam 
pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian ini adalah yuridis 
normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data sekunder yaitu 
dengan cara penelitian pustaka. 

Penggunaan faktur pajak fiktif merupakan tindakan yang dapat menyebabkan 
terjadinya kerugian pada penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat 
merugikan keuangan negara dari sektor perpajakan. Tujuan wajib pajak yang telah 
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak mempergunakan faktur pajak fiktif ini 
adalah agar dapat mengurangi nilai Pajak Penghasilan Negara yang seharusnya 
disetor kepada negara menjadi lebih kecil atau bahkan dapat menyebabkan 
pengembalian pajak (restitusi). 

Penyelesaian terhadap sengketa perpajakan ini adalah terhadap wajib pajak yang 
terindikasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif yang dikenakan suspend maka 
wajib pajak tersebut dapat menyampaikan klarifikasi yang dapat disampaikan 
secara langsung oleh wajib. Apabila klarifikasi wajib pajak dikabulkan maka 
status suspend dapat dicabut dan jika klarifikasi ditolak maka dapat dilakukan 
pencabutan terhadap status pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap wajib 
pajak yang bersangkutan. Klarifikasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat 
dilakukan oleh wajib pajak selama belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan 
atau penyidikan. 
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